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Pokok masalah penelitian ini adalah :1) Faktor apa yang menyebabkan sehingga 
terjadi kekerasan antar pelajar secara berkelompok (tawuran)? 2) Upaya apa yang 
dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara 
berkelompok (tawuran)? 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, 
dokumentasi dan observasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bahwa faktor-faktor penyebab 
seorang pelajar melakukan kekerasan berasal dari dalam maupun luar, faktor dari 
dalam yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan 
pergaulan, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif, mengalami 
kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah 
ekonomi. 2) Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian meliputi, upaya preventif untuk 
meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kekerasan dengan cara 
penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan 
upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kekerasan 
dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan 
Undang-undang No.11 pasal 71 ayat 1 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi 
pelaku kenakalan remaja. 
Impilkasi dari penelitian ini adalah 1) Seharusnya Orang Tua lebih meningkatkan 
perhatian dan mengawasi anak-anaknya. 2) Sebaiknya aparat penegak hukum benar-
benar dapat memahami faktor-faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh 
pelajar, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah 







A. Latar Belakang Masalah 
Perbedaan pandangan, suku, budaya, dan pergaulan dapat menyebabkan konflik 
\di dalam kehidupan pelajar. Tidak jarang terjadi perkelahian antar pelajar 
dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka. Kepolisian Republik 
Indonesia sebagai institusi Negara, bertugas dan berwewenang untuk menjaga 
ketertiban umum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi tindakan kekerasan terlebih 
dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak. Masih sering terjadi 
kekerasan antar pelajar secara berkelompok yang lepas dari penjagaan kepolisian. 
Pihak kepolisian seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi 
kekerasan antar pelajar secara berkelompok di dalam masyarakat dengan cara 
melakukan patroli di daerah yang rawan konflik, melakukan pengarahan dengan 
bantuan kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan melakukan patroli dan 
pengarahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan antar 
pelajar tersebut. 
Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja yang merupakan, 
kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka 





emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kacamata pelajar, maka mereka 
mengenggap bahwa tindakan yang mereka telah lakukan hanyalah suatu manifestasi 
simbolik dari penyaluran aspirasi mereka lakukan sebagai konsekuensi dari perlakuan 
yang dirasakan tidak adil terhadapnya.
1
 
Fenomena kekerasan telah berkembang menjadi masalah umum terutama pada 
anak-anak. Agresi pada anak-anak merupakan perilaku melakukan kekerasan yang 
melanggar norma atau aturan yang ada. Untuk memenuhi perilaku agresi sebagai 
salah satu permasalahan sosial yang individu sebaiknya memahami sebab-sebab 
munculnya suatu perilaku dalam kehidupan manusia. Agresi adalah meliputi berbagai 
perilaku fisik dan verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Faktor-faktor 
yang menyebabkan perilaku agresi yaitu situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber 
daya dan media massa. 
Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat 
penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar sekolah, 
secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan social 
yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Aparat kepolisian terkesan kehilangan konsep 
dalam menangani masalah kriminalitas dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-
anak pelajar sekolah secara berkelompok. Oleh karena itu Polri sebagai pengayom, 
pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut 
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untuk cepat tanggap dalam menjawab image negatif tersebut. Dari sinilah polri harus 
mampu menunjukkan profesinalismenya didalam mengatasi suatu problem yang 
sedang dihadapi masyarakat. 
Perlu disadari bahwa keberadaan petugas Polri akan sangat dirasakan oleh 
masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif 
untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam hal ini yang diinginkan oleh 
masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa 
terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tenteram akan terjaminnya keselamatan 
jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan perjalanannya 
maupun secara materiil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal. 
Sebetulnya upaya untuk mengupas penyebab tindak Kriminal yang dilakukan 
secara sadis dan brutal oleh anak sekolahpun telah dibahas oleh berbagai pihak yang 
peduli terhadap anak muda ini. Sejumlah pakar dari berbagai profesi dan kalangan 
telah melakukan analisa dan mengemukakan pandangan-pandangannya terhadap 
berbagai tindak penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah yang 
menurutnya telah mengalami suatu pergeseran yang sudah sangat membahayakan, 
dan menganggu ketentraman kehidupan masyarakat 
“Adrianus Meliala, Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia 
menyatakan pendapatnya bahwa brutalisme pelajar di kota-kota merupakan 
gejala baru dan akan selalu ada karena system sekolahan bersifat masif. 
Artinya, proses pembelajaran yang bersifat klasikal tekadang tidak 
menguntungkan bagi pendidikan. Hal ini disebabkan sekolah sudah bergeser 





satu penyebabnya adalah sistem pendidikan nasional yang hanya 
mengedepankan aspek kognisi tanpa diimbangi pendidikan moral. Sementara 
itu, pelajar secara nyata didepan mata sering melihat banyak kejadian yang 
mencerminkan tindakan brutal atau melawan hukum yang dilakukan anggota 
masyarakat lain bahkan pejabat Negara sendiri. Kebijakan pemerintah yang 
mengesampingkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan 
juga dapat memicu tindakan brutal pelajar.
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Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya 
dilakukan oleh pelajar. Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap 
para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, 
termasuk dalam hal penegak hukumnya, upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak 
maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu 
langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan 
para pelajar sekolah yang bermasalah tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset 
bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan 
bangsa dan Negara pada masa yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan 
sebaik mungkin dari saat sekarang maka masa depan Bangsa dan Negarapun akan 
terancam kehancuran dan kerusakan, maka dari itu penulis terinspirasi untuk 
membahas mengenai upaya kepolisian sehinhha ditulislah skripsi yang berjudul 
“Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang 
Dilakukan Secara Berkelompok (tawuran)”. 
 
 
                                                          
2





B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   
1. Fokus penelitian 
Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya 
kepolisian dalam penangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh 
pelajar dan upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi 
kekerasan terhadap pelajar. Pada penelitian ini juga peneliti ingin mengetahui 
factor-faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi tindak pidana kekerasan 
antar pelajar di wilayah hukum Polres Gowa. 
2. Deskripsi fokus 
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian 
kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam 
bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, 
sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap 
kriminalisasi. 
Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 
pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau 
dimaksudkan untuk menyebabkan  penderitaan atau menyakiti orang lain. 
Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Menurut 
Nasution, belajar merupakan kegiatan mengumpulkan dan menambah 







C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  pemaparan  tersebut diatas, maka dirumuskan  beberapa poin 
permasalahan berikut, sebagai alur pembahasan  penelitian  ini, yaitu: 
1. Faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadi kekerasan antar pelajar secara 
berkelompok diwilayah Polres Gowa? 
2. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak 
kekerasan antar pelajar secara berkelompok diwilayah Polres Gowa? 
D. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana penyebab sehingga terjadi kekerasan antar 
pelajar secara berkelompok (tawuran). 
b. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam 
penanganan tindak kekerasan antar pelajar secara berkelompok 
(tawuran). 
2. Kegunaan Hasil Penelitian 
a. Kegunaan teoritis, untuk memperkaya keilmuan peneliti dalam bidang 
hukum yang berkaitan dengan kekerasan pada anak/hukum pidana. 






c. Untuk menjadi bahan kajian selanjutnya, jika ditemukan hal-hal penting 
lainnya yang dirasa perlu untuk dikembangkan, diuji atau dipertegas 
kembali terkait penelitian ini. 
E. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai upaya kepolisian dalam penenganan 
tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok dan 
upaya penanggulangannya, peneliti menemukan referensi dalam buku maupun 
internet yang berkaitan dan menjadi bahan pedoman dalam penelitian ini. 
Mengacu pada judul skripsi, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian agar 
dalam proses penelitian, peneliti bisa lebih menfokuskan  penelitiannya pada 
ruang lingkup yang lebih spesifik agar penelitian lebih akurat dan valid. 
pembatasan ini juga agar lebih memudahkan dalam memberikan informasi kepada 
khalayak sehingga lebih mudah untuk di implementasikan dalam ruang lingkup 











BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Kepolisian 
Polisi merupakan manifestasi dari suatu Negara hukum karena dapat 
dipastikan setiap Negara hukum memiliki sebuah lembaga kepolisisan didalam 
struktur kenegaraannya  sebagai lembaga pertahanan dan kemanan Negara agar 
terciptanya kehidupan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Kepolisian 
diciptakan untuk membantu memasyarakatkan tiap-tiap individu. Agar individu 
memiliki daya dorong untuk menjalankan peranannya sebagai bagian dari 
tatanan yang ada dimasyarakat. Polisi melalui Undang-undang memaksa setiap 
individu mengikuti tatanan yang ada dimasyarakat, agar terciptanya harmonisasi 
dari setiap individu satu dengan yang lainnya. 
Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak 
hukum dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung dan pelayan 
masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diketahui bahwa 
dalam struktur pemerintahan ada dua unsur penting yaitu suprastruktur dan 
infrastruktur (pendukung pemerintah atau disebut juga struktur administrasi 
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1. Peran Kepolisian 
 Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat 
yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat 
penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing Negara 
mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya 
peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi 
semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah 
amandemen): 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. 
 Berdasarkan Pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa prioritas pelaksana 
tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih 
diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan 
perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari 
tindakan kepolisian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pekerjaan seorang 
anggota kepolisian sangatlah kompleks bahkan ada dari beberapa tugas yang 
ada pada kepolisian yang umumnya tidak benar-benar dipahami oleh 
masyarakat yakni terkait mengenai tugas-tugas polisi itu sendiri yang 
terkadang mengenyampingkan suatu aturan demi memenuhi rasa keadialan, 





2. Tugas Kepolisian 
 Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan 
untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas 
agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk 
organisasi polisi yang kemudia mempunyai tujuan untuk mengamankan dan 
memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama 
mereka yang melakukan suatu tindak pidana. 
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 dalam 
butir 31 yaitu: 
(a)menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut: 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan 
bertanggungjawab untuk melaksanakan: segala usaha dan kegiatan sebagai 
alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-undang  Nomor 13 
tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”. 
Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas 
Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai 
dari Depertemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua 








B. Pengertian Tindak Pidana 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia maka kata tindak mengandung arti 
yaitu langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, 
dan sebagaimananya). Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa 
perbuatan yang di atur oleh hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Menurut 
wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-
perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan 
masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan 
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. 
Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbutan yang anti 
sosial. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila 
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materiil sebagai mana 
dimaksud dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang 
sah berlaku di Indonesia.  
 
C. Hakikat Kekerasan Antar Pelejar 
Kekerasan merupakan serangan atau invasi (Ossault) terhadap fisik maupun 
integrasi mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan 
merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai prototype perilaku 









Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, 
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan 
kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil 
secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala 
macam senjata, menyepak, menendang dsb. Secara khusus dalam pasal KUHP 
memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan.  Mengacu 
kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup 
hal-hal sebagai berikut: 
1) Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang 
melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan 
terhadap orang lain, dengan objek kejahatan berupa barang, atau orang 
telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam 
KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah. 
2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 89 KUHP 
yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan 
ini bersifat fisik. 
3) Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.  
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 Mengacu pada pengertian yang terdapat dalam kamus maka pengertian pelaku 
adalah orang yang berbuat atau melakukan suatu pekerjaan dalam hal ini masih 
belum jelas apabila dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana. Sedangkan 
menurut pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat 
dader dipandang dari sudut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 
55 KUHP, maka orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam 
yaitu: 
1) Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger). 
2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) 
3) Orang yang turut melakukan (medepleger) 
4) Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu 
(uitlokker). 
 Menurut pengertian yang umum, adalah keturunan atau manusia yang masih 
kecil.
5
 Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena 
hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Hubungan semacam itu telah 
berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Samawi 
diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut Islam 
batasan anak adalah mereka yang telah mimpi bagi anak laki-laki dan telah dating 
haid bagi anak perempuan. 
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 Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan 
dalam kamus besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih 
kecil yang belum dewasa.
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1) Menurut KUHP 
Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 
tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak tersangkut dalam suatu 
perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada 
orang tuanya, tetapi bila seorang anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam 
perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan dengan suatu 
pengaturan seperti pada Pasal 47 KUHP. 
Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yang mereka yang 
berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 
tahun dapat disebut sebagai anak-anak. 
2) Menurut KUHPer 
Pasal 330 KUHPer ayat (1), bahwa batasan antara belum dewasa yang telah 
dewasa adalah 21 tahun, kecuali anak melangsungkan perkawinan sebelum 
mencapai usia 21 tahun, dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUPer) dimana 
seseorang anak belum dewasa diberikan kepadanya suatu hak kedewasaan 
tertentu. 
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3) Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Pasal 1 ayat (2), bahwa seorang anak tetap dalam kewenangan orang tua selama 
anak belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Hal ini 
berarti bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah 
adalah dianggap belum dewasa. 
 Arti pelajar menurut  Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak sekolah, 
terutama siswa yang pendidikan dasar yang mempunyai arti petunjuk yang 
diberikan agar dipahami. Bahwa yang dimaksud dengan pelajar adalah kelompok 
masyarakat muda yang belajar dari tingkat SD sampai SLTA (SMU) dan berusia 
antara 7 tahun sampai dengan 18 tahun. 
 Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik dengan kelompok sebayanya 
sehingga tak jarang orang tuanya dinomorsuakan sedangkan kelompoknya 
dinomorsatukan. Dalam kelompok itu remaja bisa melampiaskan perasaan 
tertekan yang dirasakan karena tidak mengerti dan tidak dianggap oleh orang tua 
serta kakak-kakaknya. 
Yang dimaksud perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan 
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut 
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis misalnya hukum adat ataupun aturan 





Kenakalan anak pelajar sekolah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan anak 
remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang 
terdapat dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya, ataupun perbuatan yang 
bersifat anti sosial, yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang 
tidak tergolong dalam delik tindak pidana umum ataupun delik khusus.
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 KUHP 
memberikan batasan terhadap usia subjek hukum dalam dua alternative, Pertama; 
apabila pelaku berada dibawah usia 16 tahun maka hal tersebut akan tunduk dan 
berlaku Pasal 45, 46 dan 48 KUHP. Kedua, bila pelakunya berusia diatas 16 tahun 
maka berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP anak delinquent tersebut akan 
diperlakukan sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya.
8
 
KUHP tidak mengadakan pembagian mengenai kenakalan anak secara 
tersendiri. Mengenai kenakalan anak hanya menyebutkan bahwa perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia dibawah 16 
tahun, hukumannya lebih ringan. Kenakalan anak adalah kelainan tingkah laku 
serta perbuatan ataupun tindakan anak-anak yang bersifat asosial, amoral, dalam 
hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan 
agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan pelanggaran hukum. 
 Kelompok atau gank sebenarnya tidak berbahaya asal saja bisa 
mengarahkannya. Sebab dalam kelompok itu kaum remaja dapat memenuhi 
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kebutuhannya, misalnya kebutuhan dimengerti, kebutuhan dianggap, kebutuhan 
diperhatikan, kebutuhan mencari pengalaman baru, kebutuhan berprestasi, 
keburuhan diterima statusnya, kebutuhan harga diri, rasa aman, yang belum tentu 
diperoleh di rumah maupun sekolah. 
 Pada umumnya gank kriminal pada masa awalnya merupakan kelompok 
bermain yang dinamis. Permainan yang mula-mula bersifat netral, baik dan 
menyenangkan, kemudian ditransformasikan dalam aksi ekspremental bersama 
yang berbahaya dan sering mengaggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya 
kegiatan tadi ditingkatkan menjadi perbuatan kriminal. 
 Semakin meningkatnaya kegiatan bersama dalam bentuk keberandalan dan 
kejahatan itu, mereka lalu menentukan padang perburuan atau teritorium 
oparasionalnya sendiri, menggunakan tata kerja yang lebih “sistematis”, dan 
biasanya dimanisfestasikan keluar dalam bentuk perkelahian kelompok, 
pengeroyokan, tantangan yang provokatif, perang batu, dan perkelahian antar 
sekolah. Aksi sedemikian ini khususnya bertujuan untuk mendapatkan prestige 
individual dan menjunjung tinggi nama kelompok (dengan dalih menjunjung 
tinggi nama sekolah). 
 Perkelahian kelompok tersebut jelas akan memperkuat kesadaran kekamian, 
yaitu kesadaran menjadi anggota dari satu ingroup atau satu rumpun “keluarga 





 Dari kelompok itu kemudian keluar tekanan keras terhadap anggota untuk 
menegakkan kode kelompok, jika ada ketidak patuhan  dan penyimpangan 
tingkah laku dari anggotanya akan dihukum dengan keras. Sebaliknya, rasa 
setiakawanan, solidaritas, loyalitas, dan kesediaan berkorban demi nama besar 
kelompok sendiri akan dihargai oleh setiap anggota kelompok, khususnya oleh 
gerombolan tersebut. 
D. Jenis-Jenis Tawuran 
Menurut Mustofa tawuran dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 
1. Tawuran pelajar antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda 
yang mempunyai rasa permusuhan yang telah terjadi turun-menurun / 
bersifat tradisional. 
2. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar, kelompok yang satu berasal 
dari satu sekolah, sedangkan kelompok yang lainnya berasal dari suatu 
perguruan yang didalamnya tergabung beberapa jenis sekolah. 
Permusuhan yang terjadi diantara dua kelompok ini juga bersifat 
tradisional. 
3. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar. Kelompok yang satu berasal 
dari suatu sekolah sedangkan kelompok lawannya merupakan koalisi / 
gabungan dari berbagai macam sekolah yang sejenis. Rasa permusuhan 





4. Tawuran pelajar antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda 
yang bersifat incidental. Perkelahian jenis ini biasanya dipicu situasi dan 
kondisi tertentu. Misalnya suatu kelompok pelajar yang sedang menaiki 
bus secara kebetulan berpapasan dengan kelompok pelajar yang lainnya. 
Selanjutnya terjadilah saling ejek-mengejek sampai akhirnya terjadi 
tawuran. 
5. Tawuran pelajar antar kelompok dua pelajar dari sekolah yang sama tetapi 
berasal dari jenjang kelas yang berbeda, misalnya tawuran antar siswa 
kelas II dengan siswa kelas III. 
Menurut Sarwono ada beberapa bentuk perilaku yang biasa muncul pada saat 
suatu kelompok tawuran yaitu: 
a. Perkelahian, pengancaman atau intimidasi pada orang lain. 
b. Merusak fasilitas umum. Seperti melakukan penyerangan kesekolah 
lain, dll. 
c. Mengganggu jalannya aktivitas orang lain. Tawuran yang terjadi juga 
mengakibatkan terganggunya aktivitas orang lain atau masyarakat 
disekitarnya. Seperti pembajakan bus atau angkutan umum. 
d. Melanggar aturan sekolah. 
e. Melanggar Undang-undang yang berlaku di suatu Negara. 





 Perilaku tawuran pelajar yang dilakukan oleh para remaja ini memang sudah 
dekategorikan sebagai bentuk tindakan kriminal karena hanya membahayakan 
bagi diri sendiri namun juga menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan 
masyarakat disekitar yang tidak ikut terlibat dalam perilaku tawuran ini juga 
mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Bentuk tindakan tawuran ini sudah 
termasuk ke dalam bentuk perilaku delinkuensi (juvenile delinquency). 
 Menurut Musbikin tawuran pelajar digolongkan dalam dua jenis delinkuen 
yaitu: 
1) Delinkuensi Sistematik, tawuran terjadi karena situasi yang mengharuskan 
mereka berkelahi karena adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara 
cepat. 
2) Delinkuensi Situasional, pelajar dalam tawuran ini berada dalam organisasi 
tertentu atau genk yang memiliki aturan harus diikuti oleh anggotanya. 
E. Teori Efektifitas Hukum 
 Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau 
tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu: 
1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 





4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
9
 
Subyek hukum ialah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk 
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BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskeipsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 
kepercayaan dan pemikiran orang secara indivudual maupun kelompok. Beberapa 




B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten 
Gowa, dengan alasan banyaknya tindak kekerasan antar pelajar yaitu tawuran 
yang terjadi di Kabupaten Gowa. 
C. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi 
kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang 
individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurung waktu tertentu. Secara 
mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehansif, 
                                                          





intens, terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk 




D. Metode Pengumpulan Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Teknik Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak 
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara 
terhadap anggota kepolisian di Kabupaten Gowa. 
2. Dokumentasi  
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk file-file yang 
tersimpan di kepolisian. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi 
peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. 
Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa file, buku atau, 
memorial, dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap 
                                                          






proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang 
bersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.
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Pada metode ini peneliti akan mengambil dokumentasi lapangan yaitu 
tempat dimana terjadinya perkara di Kabupaten gowa. 
1. Observasi  
Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari 
teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang 
direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol 
keandalan (reabilitasi) dan kesahihannya(validitasnya). 
Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari 
proses-proses psikologis dan biologis. Dalam menggunakan teknik 
observasi, hal terpenting yang harus diperhatiakn ialah mengendalikan 
pengamatan dan ingatan si peneliti. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah alat tulis, alat perekam, dan dokumentasi sehingga peneliti harus 
“divilasi”. Vilidasi terhadap peneliti, meliputi: pemahaman metode penelitian 
kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti 
untuk memasuki objek penelitian baik secara akdemik maupun logikanya. 
 
                                                          





F. Sumber Data 
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan 
orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi 
menurut keperluan mereka.
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 
data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu 
di Kabupaten Gowa. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan 
observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan masyarakat yang 
diberikan ganti rugi yang akan dibahas dilokasi penelitian. 
2. Data Sekunder 
Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh 
dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan 
hukum sekunder. 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari: 
 
 
                                                          





1. Kitab udang-undang hukum pidana 
a. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: 
 
1. Buku yang membahas tentang remaja dan masalahnya. 
2. Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah 
kekerasan yang terjadi di antara pelajar. 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen, 
yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan 
mempelajari aturan-aturan dibidang hukum yang menjadi objek penelitian, 
dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, 
kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat 
dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya disusun berdasarkan kerangka yang 
sistematis guna mempermudah dan menganalisisnya. 
G. Analisis Data 
Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat 





diceritakan kepada orang lain.
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 Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah 
untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. 
Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif yaitu menguraikan, 
menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat 
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 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Profil Polres Gowa 
STRUKTUR ORGANISASI 
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Tugas Pokok Sat Reskrim: 
1. Satreskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 
kapolres. 
2. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan 
penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentifikasi dan laboratorium 
forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS. 
3. Dalam melaksanakan satreskrim menyelenggarakan fungsi: 
a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, 
serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. 
b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik 
sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum. 
d. Penganalisisan khusus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas 
pelaksanaan tugas satreskrim. 
e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 
penyidik pada unit reskrim polsek dan satreskrim polres. 
f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional 






g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain 
tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah 
polres. 
4. Satreskrim dipimpin oleh kasat reskrim yang bertanggung jawab kepada 
kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali 
wakapolres. 
 
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Antar Pelajar Secara Berkelompok 
(tawuran) 
Perkembangan tindak kekerasan di kalangan pelajar yang selalu muncul dan 
meningkat ditengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
gambaran nyata yang selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, 
selanjutnya hal itu diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana 
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah pada akhir-akhir ini 
cenderung mengkhawatirkan semua pihak. 
Pada umumnya orang merujuk secara klinis kepada fitrah manusia dalam 
memaklumi perilaku buruk yang tak terhindarkan, misalnya: kerakusan, 
pembunuhan, penipuan dan pendustaan. Argument utama untuk asumsi 
keberadaan fitrah manusia adalah bahwa kita dapat mendefinisikan esense homo 
sapiens dalam istilah morfologi, anatomi, fisiologi dan neurologi. Tentunya kita 
mesti berasumsi jika kita tidak ingin mundur kepandangan yang menganggap 





didefinisikan secara fisik maupun psikisnya. Thomas Hobbes melihat kekerasan 
bersumber pada keadaan alamiah manusia di dalam sosoknya sebagai serigala 
bagi sesamanya (homo homini lupus), sedangkan dalam konsepsi Rousseau, 
kekerasan bersembunyi dalam rantai peradaban manusia yang membentuknya 
sebagai binatang yang saling menyerang.
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Salah satu sifat destruktif manusia adalah, kekerasan. Dalam pengertian yang 
sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atas penyalahgunaan 
fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan 
yang sangat keras, kasar kejam dan ganas atas milik seseorang.
16
 Dalam 
pengertian yang lebih luas konsep kekerasan meliputi semua bentuk tindakan 
yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya (self 
realization) dan mengembangkan pribadinya (personal growth), yang merupakan 
dua jenis hak dan nilai manusia yang paling asasi.
17
 Sedangkan didalam Al-qur’an 
surah Al Maidah ayat 32 dijelaskan  yaitu: 
                              
                               
                               
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Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka 
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan 
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka 
seolah-olah  Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 
Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan 
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak 
diantara mereka sesudah itu,  sungguh-sungguh melampaui batas dalam 
berbuat kerusakan dimuka bumi. Yakni: membunuh orang bukan karena 
qishaash. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga 
mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh 
seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena 
orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh 
seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Ialah: sesudah 
kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata. 
Perkembangan tindak kekerasan yang selalu muncul dan meningkat ditengah-
tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan gambaran nyata yang 
selalu dilihat dan disaksikan oleh pelajar sekolah kita, selanjutnya hal itu 
diterapkan mereka dalam kehidupannya menjadi tindak pidana dengan kekerasan. 





yang dilakukan oleh pelajar sekolah pada akhir-akhir ini cenderung 
mengkhawatirkan semua pihak. 
Penyebab perkelahian pelajar tidaklah sederhana. Terutama di kota besar, 
masalahnya begitu kompleks, meliputi faktor sosiologis, budaya, psikologis, juga 
kebijakan pendidikan, serta kebijakan lainnya. 
Dalam perkelahian pelajar bila dijabarkan terdapat beberapa faktor psikologis 
yang menyebabkan seorang remaja terlibat perkelahian pelajar. 
1. Faktor Internal 
Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlansung 
melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan 
permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Remaja 
yang melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, ia 
tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan, ekonomi, 
budaya dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin 
bermacam-macam. Para remaja yang mengalami hal ini akan lebih tergesa-
gesa dalam memecahkan segala masalah tanpa berpikir terlebih dahulu apakah 
akibat yang akan ditimbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para remaja 
juga memiliki andil dalam terjadinya perkelahian. Mereka biasanya mudah 
frustasi, tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang 
disekelilingnya. Di antara pelajar laki-laki, tawuran seperti sudah menjadi 
tradisi yang harus dilakukan. Kalau nggak tawuran, nggak mengikuti zaman, 





Dalam studinya tentang kekerasan, Foucault, seorang psikolog sosial, 
menyatakan bahwa kekerasan adalah buah dari simbolisasi perlawanan akan 
bentukan emosi yang menekan manusia secara eksistensi. Disisi lain, Eric 
Fromm menyatakan bahwa kekerasan adalah wujud dari ketakutan dan 
keterancaman. Dari dua teori diatas, kita tentu memahami mengapa pelajar 
melakukan kekerasan. Sebagai manusia remaja, pelajar, dalam pengalaman 
keseharian mereka, merasakan bentukan hegemoni dari orang yang lebih 
dewasa (orang tua, guru dan sekolah itu sendiri) melalui aturan normatif yang 
membelit kebebasan mereka. Mereka lebih sering dituntut untuk memahami 
segala bentuk tatanan yang sifatnya baru bagi mereka daripada diberikan 
kebebasan untuk berpikir kritis atas tatanan-tatanan tersebut. Mereka 
merasakan sebuah keterancaman eksistensial dimana keberadaan mereka tidak 
terlalu diakui sebagai selayaknya manusia yang setera. Mereka adalah gudang 
kesalahan yang setiap hari selalu diposisikan sebagai sosok yang tidak pernah 
benar di mata orang dewasa. 
Mereka berkelompok karena mereka merasakan sebuah perasaan senasib. 
Perasaan senasib tersebut menimbulkan sebuah solidaritas masal yang 
sifatnya fanatik dan simbolik. Mereka yang tidak bisa memenuhi tuntutan 
solidaritas tidak akan terekrut dalam kelompok-kelompok yang ada. Disinilah 
mereka harus menunjukkan jati diri eksistensi mereka. Minuman keras, 
narkoba, dan perkelahian bukan sekedar eksperimentasi mereka sebagai 





diterima oleh kelompok-kelompok itu, mereka akan mengalami perasaan 
kesepian yang mendalam karena teralienasi baik oleh kelompok manusia 
dewasa maupun seusia mereka. 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu: 
a. Faktor keluarga  
Keluarga adalah tempat dimana pendidikan pertama dari orangtua 
diterapkan. Jika seorang anak terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan 
didalam keluarganya maka setelah ia tumbuh menjadi remaja maka ia 
akan terbiasa melakukan kekerasan karena inilah kebiasaan yang dating 
dari keluarganya. Selain itu ketidakharmonisan keluarga juga bisa menjadi 
penyebab kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Suasana keluarga yang 
menimbulkan rasa tidak aman dan tidak menyenangkan serta hubungan 
keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan bahaya psikologis bagi 
setiap usia terutama pada masa remaja. 
Menurut Hirschi, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa salah 
satu penyebab kenakalan remaja dikarenakan tidak berfungsinya orang tua 
sebagai figur teladan yang baik bagi anak . Jadi disinilah peran orangtua 
sebagai petunjuk jalan anaknya untuk selalu berperilaku baik. 
b. Faktor sekolah 
Dalam beberapa diskusi atau tulisan yang dimuat dimedia masa, 





kebutuhan akan kegiatan-kegiatan positif yang mampu mewadahi 
kreativitas dan dinamisasi kehidupan remaja dalam rangka mengurangi 
angka terjadinya tawuran antar siswa baik di tingkat SMP atau SMU. 
Kegiatan-kegiatan positif bisa dibentukkan dalam aktivitas persahabatan 
antar sekolah yang lebih menitikberatkan kepada persoalan-persoalan 
ilmiah. Dari kegiatan tersebut akan muncul sebuah keakraban universal 
diantara mereka para pelajar. 
Sekolah tidak hanya untuk menjadi para siswa pandai secara akademik 
namun juga pandai secara ahlaknya. Sekolah merupakan wadah untuk 
para siswa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Namun sekolah juga 
bisa menjadi wadah untuk siswa menjadi tidak baik, hal ini dikarenakan 
hilangnya kualitas pengajaran yang bermutu. Contohnya: disekolah tidak 
jarang ditemukan ada seorang guru yang tidak memiliki cukup kesabaran 
dalam mendidik anak muridnya akhirnya guru tersebut menunjukkan 
kemarahannya melalui kekerasan. Hal ini bisa saja ditiru oleh para 
siswanya. Lalu disinilah peran guru dituntut untuk menjadi seorang 
pendidik yang memiliki kepribadian yang baik. 
Menjadi guru lebih mudah ketimbang menjadi sahabat mereka. Pelajar 
membutuhkan perasaan diterima dan dikaui sebagai manusia yang 
berkedudukan setara dengan siapapun juga. Mereka muak untuk dipaksa 
memahami tanpa memiliki kesempatan untuk dipahami. Perilaku mereka 





mengajar. Satu-satunya solusi jangka panjang yang mungkin dilakukan 
adalah merubah paradigma guru. Guru sebaiknya memahami mereka 
sebagai remaja yang lahir dari kultur keluarga, masyarakat, dan pribadi 
yang berbeda. Kultur remaja memiliki belive dan values sendiri yang tidak 
bisa ditekan untuk menerima kultur dewasa yang universal. Menekan 
mereka hanya akan membentuk bangunan hegemoni kepada mereka yang 
terkonvensasi dalam perilaku distruktif mereka sebagai simbol perlawanan 
eksistensial demi mendapatkan pengakuan. 
c. Faktor Lingkungan 
Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah dapat mempengaruhi 
perilaku remaja. Seorang remaja yang ditinggal dilingkungan rumah yang 
tidak baik akan menjadi remaja tersebut ikut menjadi tidak baik. 
Kekerasan yang sering remaja lihat akan membentuk pola kekerasan 
dipikiran remaja. Hal ini membuat remaja beraksi anarkis. Tidak adanya 
kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang oleh para pelajar 
disekitar rumahnya juga mengakibatkan tawuran.  
Tawuran sering terjadi di jalanan, jauh dari sekolah. Tawuran juga 
sering terjadi di titik yang sama dan waktu yang sama. Aparat 
keamananpun sering berjaga di titik tersebut, tetapi siswa yang hendap 
tawuran selalu bisa mencari cara untuk tetap tawuran. 





Fenomena tawuran yang terjadi di Indonesia beberapa pecan terakhir 
membuka mata kita kembali akan maraknya kekerasan dalam pergaulan 
sosial remaja pelajar Indonesia yang sempat tenggelam di tengah hirup 
pikuk carut marut pendidikan nasional. Bila di cermati, respon masyarakat 
awam maupun kalangan pendidikan terhadap fenomena tawuran selalu 
saja mengkambing hitamkan problem-problem sosial di luar sekolah yang 
mempengruhi pembentukan perilaku negatif pelajar. Di sinilah 
penyimpangan inteprestasi sosial yang terkadang mewujudkan kepada 
penanganan yang selama ini terbukti tidak efektif mengurangi angka 
kejadian tawuran pelajar di Indonesia. Seorang pisikolog tersohor, 
Maslow, mengkategorikan beberapa motif perilaku kepada bangunan 
piramida motivasi manusia. Dalam teori motivasinya, Maslow 
menyebutkan bahwa salah satu motivasi tindakan manusia adalah untuk 
memperoleh pengakuan eksistensial dari sesamanya. Di sinilah titik 
penting yang sering terlepas dari kesadaran kritis kita dalam menyoroti 
fenomena tawuran antar pelajar selama ini. 
Pelajar adalah manusia yang hidup dalam situasi transisi antara dunia 
anak menuju dewasa. Disinilah ruang di mana seorang manusia remaja 
mulai menyadari kebutuhan-kebutuhan sosialnya untuk di terima 
sekaligus di akui oleh komunitas masyarakat di sekitarnya. Ruang baru 
yang mereka huni tersebut terkadang menuntut hadirnya kultur solidaritas 





sebuah sikap fanatisme dan vandalisme. Inilah mengapa kemunculan 
fenomana tawuran selalu di warnai dengan kehadiran kelompok-kelompok 
vandalistic (gank) yang biasanya mengundang perasaan-perasaan 
fanatisme berlebihan dari setiap anggotanya.  
Banyak sekali alasan yang bisa menjadikan tawuran antar pelajar 
terjadi. Pelajar sering kali tawuran hanya karna sepele, seperti saling ejek, 
berpapasan di bus, pentas seni, atau pertandingan sepak bola. Bahkan, 
yang baru terjadi awal bulang ini, tawuran di picu saling ejek di Facebook, 
yang kemudian saling menyebabkan nyawa seorang pelajar melayang. 
Padahal, di jaring sosial hanya untuk fun, bukan untuk pemicu tawuran.  
Tak jarang di sebabkan hanya saling menatap antar sesama pelajar 
yang berbeda sekolahan. Bahkan saling rebutan wanitapun bisa menjadi 
pemicu tawuran. Dan masih banyak lagi sebab-sebab lainnya. Selain 
alasan-alasan yang spontan, ada juga tawuran antar pelajar yang sudah 
menjadi tradisi.  
Di antara pelajar laki-laki, tawuran seperti sudah menjadi tradisi yang 
harus di lakukan. Kalo nggak tawuran, nggak jantan, nggak keren, nggak 











Data Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara 





























Kec. Tombolo Pao 
Kec. Tompobulu  
Kec. Bajeng 
Kec. Bajeng Barat  
Kec. Bontolempangan 
Kec. Bontomarannu  
Kec. Bontonompo 
Kec. Bontonompo Selatan 
Kec. Bungaya  
Kec. Manuju  
























































Kec. Parigi  
Kec.Tinggimoncong 










 JUMLAH 4 2 6 
Sumber: Sat Serse Polres Gowa Tahun 2015-2016 
 Dari table 1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok pada tahun 2015 
terjadi sebanyak 4 kali dan yang paling sering terjadi yaitu di wilayah Kec. 
Somba Opu sebanyak 2 kali dalam setahun. Kemudian pada tahun 2016 Jumlah 
kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok mengalami penurunan 
yaitu terjadi 2 kali  dibanding tahun sebelumnya. 
 Latar belakang pendidikan para pelajar pelaku tindak pidana dengan 
kekerasan secara berkelompok ternyata sangat bervariasi. Latar belakang 
pendidikan pelaku tindak pidana tersebut dapat diketahui setelah mereka 
tertangkap dan diproses secara hukum oleh penyidik di Sat Serse Polres Gowa. 
berikut ini disajikan data tentang latar belakang pendidikan para pelajar pelaku 









Data pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan secara berkelompok menurut 






SD SLTP SLTA 
1 2015 - 1 3 
2 2016 - - 2 
 JUMLAH 0 1 5 
Sumber: Sat Serse Polres Gowa Tahun 2015-2016 
Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 6 kelompok 
pelajar pelaku tindak pidana kekerasan secara berkelompok yang tertangkap pada 
tahun 2015, maka diketahui kelompok pelajar pelaku tindak pidana dengan 
kekerasan yang berpendidikan SLTP sebanyak 1, dan yang berpendidikan SLTA 
sebanyak 3 kelompok. Pada tahun 2016 dari 2 kelompok pelajar pelaku tindak 
pidana dengan kekerasan yang tertangkap, diketahui berlatar pendidikan SLTA. 
1. Dampak Terjadinya Kekerasan Berkelompok (tawuran) 
Tawuran antar pelajar yang ada di Indonesia saat ini sudah menjadi 
agenda rutin dan sepertinya sudah membudaya dalam kalangan mereka. 
Banyak tawuran yang terjadi antar sekolah hanya karena dendam dari alumni 
yang tidak terbalas dan akhirnya menjadi budaya turun temurun yang susah 





tetap ditumbuh kembangkan di kalangan pelajar maka akan menimbulkan 
dampak negatif berupa kerugian. Tidak hanya bagi mereka para pelajar dan 
sekolah yang bersangkutan, namun juga masyarakat sekitar. Kerugian tersebut 
antara lain: 
a. Kerusakan tempat tawuran / material 
Dalam kerusakan ditempat mereka melakukan aksi tersebut 
kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas 
kerusakan yang mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah 
puas melakukan tawuran. Contohnya pecahan kaca pada mobil, perusakan 
fasilitas umum, pembakaran ban ataupun kendaraan bermotor dan 
sebagainya. Adapun ayat yang menjelaskan tentang larangan Allah SWT 
agar kita tidak membuat kerusakan yaitu QS Ar-A’raf ayat 56: 
                            
       
Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang 







b. Rusaknya citra baik sekolah  
Pencitraan yang baik yang telah dibangun oleh para perangkat sekolah, 
baik itu kepala sekolah, jajaran guru dan karyawan, serta prestasi yang 
diraih oleh murid yang lain akan pudar dan sirna apabila murid-murid 
yang lain masih mempertahankan tradisi tawuran. Akibatnya ditahun 
ajaran berikutnya, peminat calon murid baru akan berkurang. 
c. Adanya korban jiwa 
Tawuran antar pelajar selain merugikan secara material juga 
mengakibatkan adanya korban jiwa. Misalnya tawuran antar pelajar yang 
menggunakan senjata tajam seperti batu, clurit, dan senjata tajam lainnya 
menyebabkan adanya korban luka baik korban luka ringan maupun berat, 
dan bisa juga ada korban meninggal. 
d. Dampak psikis 
Contohnya keresahan masyarakat dan traumatik. Keresahan 
masyarakat ini akan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap generasi 
muda yang seharusnya menjadi agen perubahan bangsa. Selain keresahan 
itu, traumatik bisa dialami oleh masyarakat yang ada dilokasi saat terjadi 
tawuran. Masyarakat akan menjadi takut dan tidak berani lagi berhadapan 







C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Kekerasan 
Antar Pelajar Secara Berkelompok (tawuran) 
Walaupun tawuran sudah menjadi agenda rutin dan budaya di kalangan 
pelajar, tidak menutup kemungkinan apabila tawuran bisa dicegah. Upaya untuk 
mencegah terjadinya tawuran tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah atau 
keluarga saja, namun juga semua pihak yang ada dalam masyarakat itu sendiri tak 
terkecuali aparat penegak hukum (kepolisian). Upaya pencegahan yang bisa 
dilakukan antara lain yaitu: 
1. Dengan memandang masa remaja merupakan periode strom and drang period 
(topan dan badai) dimana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar 
dialami, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Maka pelajar itu 
sendiri perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat 
dan dapat mengembangkan bakat yang dimiliki, seperti mengikuti kegiatan 
kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, belajar dan 
sebagainya. 
2. Pencegahan yang dilakukan oleh keluarga antara lain: 
a. Mengasuh anak dengan baik. (penuh kasih sayang, penanaman disiplin 
yang baik, ajarkan anak membedakan hal yang baik dan buruk, 
mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan bertanggung jawab, 
mengembangkan harga diri anak, menghargai anak jika berbuat baik atau 





b. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat: Hal ini membuat anak 
rindu untuk pulang kerumah. 
c. Meluangkan waktu untuk kebersamaan 
d. Orang tua menjadi contoh yang baik dengan tidak menunjukkan perilaku 
agresif, seperti: memukul, menghina, dan mencemooh. 
e. Memperkuat kehidupan beragama. Yang diutamakan bukan hanya ritual 
keagamaan, melainkan memperkuat nilai moral yang terkandung dalam 
agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
f. Melakukan pembatasan dalam menonton adegan film yang terdapat 
tindakan kekerasannya dan melakukan pemilahan permainan video game 
yang cocok dengan usianya. 
3. Sekolah juga memiliki peran dalam mengatasi pencegahan tawuran, 
diantaranya: 
a. Menyelenggarakan kurikulum pendidikan yang baik adalah yang bisa 
mengembangkan secara seimbang tiga potensi, yaitu berpikir berestetika, 
dan berkeyakinan kepada tuhan. 
b. Pendirian suatu sekolah baru perlu dipersyaratkan adanya ruang untuk 
kegiatan olahraga, karena tempat tersebut perlu untuk penyaluran 
agresivitas. 
c. Sekolah yang siswanya terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan 
koordinasi yang terpadu untuk bersama-sama mengembangkan pola 





pertandingan atau acara kesenian bersama diantara sekolah-sekolah yang 
secara “tradisional bermusuhan” itu. 
4. LSM dan Aparat Kepolisian juga telah melakukan kegiatan penyuluhan 
disekolah-sekolah mengenai dampak dan upaya yang perlu dilakukan agar 
dapat menanggulangi tawuran. Aparat kepolisian juga memiliki andil dalam 
menanggulangi tawuran dengan cara menempatkan petugas di daerah rawan 
tawuran dan melakukan razia terhadap siswa yang membawa senjata tajam. 
Dengan bersama lembaga tersebut biasanya Aparat Kepolisian diundang di 
acara seminar atau pertemuan di Pemerintahan Daerah (pemda) atau Kantor 
Dinas, disini mereka memang sengaja di undang sebagai pembicara seminar 
atau pertemuan khusus untuk membahas masalah tentang anak yang 
berhadapan dengan hukum (ABH) baik anak yang sebagai korban, saksi, 
maupun anak sebagi pelaku contahnya tawuran antar sekolah. Jadi disinilah 
Aparat Kepolisian menyampaikan apa yang menjadi kendala, antisipasi dan 
solusi agar kita bersama-sama bersinergi menghadapi anak yang sudah 
semakin konpleks. Bahkan Aparat Kepolisian telah melakukan pembinaan 
kepada anak-anak yang sedang melaksanakan proses peradilan. LPAS 
(lembaga penempatan anak sementara), dalam lembaga ini anak dibina, diberi 






5. Pemerintah berperan menghapuskan tayangan berburu kekerasan yang 
merajalela dilayar kaca. Sudah tugas Negara untuk menjaga mental rakyatnya 
dari informasi media massa yang merusak. 
Disisi lain dari upaya tindakan pencegahan, kepolisian juga melakukan 
tindakan diskresi. Kepolisian khususnya di Gowa terdapat 2 (dua) bentuk yang 
berbeda dan memiliki corak yang berbeda pula, bentuk pertama yaitu diskresi 
yang ditujukan kepada para pelaku tawuran yang tidak terbukti melanggar 
perbuatan pidana melainkan melanggar ketentuan pidana yang bersifat 
pelanggaran. Sedangkan bentuk kedua dari tindakan diskresi yang diambil oleh 
Polres Gowa ialah tindakan diskresi dalam hal represif yustisial yang ditujukan 
kepada para pelaku tersebut merupakan tindak pidana ringan yang ancaman 
hukumannya tidak lebih dari 1 tahun kurungan. 
1. Proses Penyelesaian Tindak Kekerasan Antar Pelajar Secara Berkelompok 
(tawuran) di wilayah Hukum Polres Gowa. 
 Dalam kasus tawuran yang sering dilakukan oleh pelajar atau anak yang 
terkadang berakhir dengan jatuhnya korban luka maupun korban jiwa namun 
ketika polisi melakukan tindakan-tindakan represif seperti penangkapan pelaku 
tawuran, kecenderungan petugas polisi hanya akan memberikan peringatan yang 
disertai pembinaan tanpa adanya sanksi tegas dalam tanda kutip “apabila” 
dampak dari tawuran tersebut tidak ditemukan tindak pidana seperti adanya 





maupun inmateriil. Hal ini searah seperti yang diungkapkan Kasubnit V Aiptu 
Hasmawati beliau mengatakan  
“Yang bisa ditindak jika tindak pidana, misalnya ada yang berakibat 
korban luka atau tewas. Tidak ada tindak pidana, tidak bisa dipidanakan, 
makanya Cuma dilakukan peringatan”.18  
 
 Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang penulis 
sebutkan diatas dewasa ini dikenal sebagai tindakan diskresi. Diskresi sendiri 
merupakan kewenangan suatu badan atau lembaga Negara termasuk kepolisian 
untuk bertindak ataupun tidak bertindak atas penilaiannya sendiri. 
 Diskresi Kepolisian di Indonesia sendiri secara yuridis diatur pada Pasal 18 
UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu:  
“Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan wewenannya dapat bertindak menurut penilaiannya 
sendiri”. 
 Hal tersebut meski tidak secara langsung mengandung kata diskresi tapi 
mengarah ke tindakan diskresi itu sendiri yang memiliki maksud bahwa seorang 
anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang 
diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila 
terjadi gangguan terhadap ketertiban dan kemanan umum atau bila timbul bahaya 
bagi ketertiban dan keamanan umum. Sedangkan definisi diskresi secara umum 
dipahami antara lain sebagai berikut: 
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 Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda 
“Discretionair” yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu 
tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum 
yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.
19
 
Menurut kamus hukum, diskresi diartikan sebagai “kebebasan mengambil 
keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.20  
 Dengan demikian wewenang diskresi dapat diartikan sebagai prinsip atau 
garis pokok yang mendasari anggota kepolisian untuk bertindak berdasarkan 
situasi dan kondisi menurut atas penilaiannya sendiri. Namun perbuatan diskresi 
sendiri tidak boleh dipahami sebagai perbuatan semenah-menah karena diskresi 
juga harus merupakan langkah yang sesuai dengan asas hukum yang berlaku. 
Karena jika langkah dalam melaksanakan wewenang diskresi tidak sesuai dengan 




 Dewasa ini banyak peristiwa hukum yang sering kita temui dalam 
kehidupan sehari-hari. di Gowa sendiri ada banyak peristiwa hukum yang 
menjadi pekerjaan rumah yang cukup sulit untuk dipecahkan, salah satunya 
ialah masalah tawuran antar pelajar yang dianggap bagian dari kenakalan 
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remaja yang merupakan suatu pelanggaran ketertiban umum. Sebagaimana 
yang dimaksud R. Soesilo yaitu: 
“Dimaksud dengan kenakalan (baldadigheid) meliputi semua perbuatan 
orang yang berlawanan dengan ketertiban umum”.22 
Tawuran sendiri dianggap bagian dari kenakalan remaja karena 
perbuatannya merupakan pelanggaran atas ketertiban umum yang dapat 
mendatangkan kerugian, bahaya, serta kesusahan meskipun demikian perbuatan 
tersebut dapat dimasukkan kedalam golongan tindak pidana tergantung dari 
akibat yang ditimbulkan karena jika dampak yang ditimbulkan dari tawuran 
tersebut seperti kekerasan terhadap orang atau barang maka dapat dijerat Pasal 
107 tentang perkelahian massal atau sering dianggap sebagai pengeroyokan 
akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa untuk menerapkan pasal ini unsur-unsur 
dari pasal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Pelaku tawuran dapat juga 
dijerat Pasal 351 yang berbunyi: 
 (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
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 tentang penganiayaan terhadap orang jika unsur dari pasal ini terpenuhi. 
 Polisi sendiri dalam penanganan perkara-perkara kenakalan remaja sebagian 
besar (90%) dengan diskresi dan hanya menyangkut anak-anak yang bermasalah 
sajalah yang ditangani secara biasa termasuk penahanan.
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 Namun biasanya pejabat polisi/penyidik tidak melakukan penahanan atas 
kejadian tersebut. Tindakan ini dianggap sebagai diskresi dalam bentuk preventif 




 Hal-hal terkait tindakan diskresi di atas serta anak sebagai pelaku tawuran 
merupakan alasan dasar penulis mengangkat tema “Upaya Kepolisian Dalam 
Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan oleh Pelajar” untuk 
meneliti fenomena tersebut karena dapat disimpulkan bahwa dari hal-hal tersebut 
pengguna diskresi dalam konteks mengatasi kenakalan remaja khususnya dalam 
perbuatan tawuran memiliki masalah yang cukup rumit, mengingat di dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tak mengenal pertanggungjawaban pidana 
secara kolektif sehingga penerapan sanksi lebih ditujukan kepada individu. 
Sedangkan untuk menjatuhkan sanksi pada kelompok secara merata hampir 
sangat tak mungkin. 
 Didalam penyelesaiannya pihak kepolisian khususnya unit yang menangani 
masalah anak yakni PPA Polres Gowa mengacu pada Undang-undang tentang 
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perlindungan anak serta tidak mengesampingkan KUHP dan KUHAP sebagai 
acuan dalam menentukan bisa dipidana atau tidak seorang pelaku tindak pidana 
yang dalam hal ini adalah seorang pelajar yang mana pelajar adalah seorang anak. 
Disisi lain dari tindakan diskresi yang diambil oleh kepolisian dapat pula kita 
simpulkan bahwa adanya ambiguitas antar pemahaman diskresi dan diversi yang 
ada pada personil kepolisian dengan menyatakan bahwa tindakan diversi dapat 
dilakukan berdasarkan suatu diskresi sehingga adanya keyakinan kepada 
kepolisian bahwa tindakan diversi bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh 
kepolisian. Padahal dipahami bahwa diversi merupakan suatu proses hukum yang 
mewajibkan kepolisian untuk menerapkannya pada setiap kasus yang melibatkan 
anak hal ini sebagaimana ditegaskan pada pasal 5 ayat (3) UUSPPA bahwa 
didalam Sistem Peradilan  Anak baik pada proses penyidikan, peradilan anak, 
pembinaan serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
diwajibkan melalui upaya diversi. 
 Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal kasus 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 yakni: 
a. Secara non penal 
Didalam proses penyelesaian ini Polres Gowa menerima pengaduan dari pihak 
korban kemudian setelah menerima pengaduan oleh pihak Polres Gowa segera 
menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. 
Setelah itu pihak Polres Gowa  segera melakukan penyidikan terhadap pelaku 





Gowa akan menawarkan upaya diversi atau damai sehingga perkara tersebut 
tidak sampai ke pengadilan. 
b. Secara penal 
Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan 
terhadap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian setelah itu pihak 
kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut dengan memanggil pelaku 
untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan bukti-bukti yang kuat 
untuk dilanjutkan penuntutannya. 
Penahanan terhadap anak, apabila terpaksa diambil, dilakukan dibawah 
perlindungan. Penanganan dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. 
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa 
penyelesaian perkara yang melibatkan pelajar anak hanya dapat dilakukan 
apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8(delapan) tahun. Tetapi belum 
mencapai umur 18(delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan 
tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan 
dikembalikan pada orang tua/wali 
 Untuk mengetahui ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dijadikan 





pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelajar sekolah, dapat dilihat dari 
table sebagai berikut: 
Tabel 3 
Data pedoman peraturan perundang-undangan, juklak juknis, petunjuk lain yang 























 JUMLAH 13 100% 
Sumber: Hasil Penelitian Polres Gowa Tahun 2015-2016 
 Dari data tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa 13 penyidik yang dijadikan 
sampel maka yang menggunakan KUHP, KUHAP dan Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak dalam menyidik tindak pidana dengan kekerasan yang 
dilakukan oleh pelajar sekolah sebanyak 2 orang atau 15,38%, yang menggunakan 
KUHP,KUHAP, JUKLAK atau JUKNIS sebanyak 6 orang atau 46,15%, dan yang 
berpedoman pada disposisi pimpinan sebanyak 5 orang atau 41,66%. 
 Sebagaimana disampaikan diatas bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan 





peristiwa tindak pidana atau yang lazim disebut dengan kebenaran materiil, serta 
untuk mencegah agar pidana tidak dijatuhkan terhadap orang yang tidak bersalah. 
Penerapan KUHAP secara benar dan tetap terhadap kasus tindak pidana dengan 
kekerasan dengan pelaku pelajar seperti dilaksanakannya aturan tata cara tentang 
penangkapan, dipenuhinya hak-hak tersangka, akan berdampak positif terhadap 
tujuan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. 
 Dengan demikian memidana bukanlah utuk memuaskan tuntutan absolute dari 
keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi 
mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya 
pidana ini adalah terletak pada tujuannya. 
 Terjadinya tekanan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh penyidik saat 
dilakukan upaya paksa maupun saat dilakukan pemeriksaan dalam rangka pembuatan 
BAP tersangka terhadap pelajar pelaku tindak pidana dengan kekerasan demi untuk 
mendapatkan pengakuan dari tersangka yang bersangkutan adalah sangat 
bertentangan dengan tujuan dari KUHAP, lebih jauh lagi tujuan pemidanaan 
sebagaimana yang diharapkan menjadi tidak tercapai. 
 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak merupakan hukum 
khusus (Lex spesialis) dari ketentuan-ketentuan KUHAP dan KUHP. Dalam Undang-
undang ini telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur 





Undang-undang Pengadilan Anak ini diharapkan petugas yang menangani perkara 
anak, dari tingkat penyidikan sampai tingkat pengadilan, semuanya mendalami 
masalah anak, dari tingkat penyidik sampai tingkat pengadilan, semuanya mendalami 
masalah anak, sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara yang 
menyangkut masalah anak, sehingga anak setelah perkaranya diputus, secara pisik 
dan mental siap menghadapi masa depannya yang lebih baik. 
 Dengan memperhatikan latar belakang lahirnya Undang-undang Pengadilan 
Anak, tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan 
terhadap perkara anak, lebih khusus lagi pelajar yang terlibat dalam tindak pidana 
agar lebih dari pada sebelumnya. Penanganannya memperlihatkan kepentingan anak, 
sehingga pelajar yang terkena kasus pidana tidak dirugikan secara fisik maupun 
mental. Selain itu diharapkan agar pelajar yang terlibat tindak pidana setelah 
perkaranya diputus, secara fisik maupun mental siap menghadapi masa depannya 
yang lebih baik. Dengan demikian tujuan yang diharapkan dengan diterapkannya 
Undang-undang ini adalah agar pelajar yang merupakan aset bangsa yang sangat 
berharga dapat kembali dibina dan diarahkan untuk meraih kesejahteraan dan 
kesuksesan hidup dimasa depan. Perbuatan-perbuatan yang tercela yang sebelumnya 
dilakukan dapat dicegah, dan masyarakatnya pun menjadi merasa aman. 
 Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada 
orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 





Maka sanksi pidana (sebagai wujud penegakan hukum) yang diberikan kepada pelajar 
yang melakukan tindak pidana hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak 
korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
Tujuan lebih jauh lagi dari penegakan hukum tadi adalah untuk menciptakan, 
memelihara serta mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. 
 Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan 
perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin 
pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto 
Rahardio, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum ( yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang 
dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.
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Secara konsepsional, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang 
mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir 
untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau 
positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai 
hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan sesensi serta tolak 
ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah: 
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1) Hukum (Undang-undang). 
2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 
hukum. 
3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan. 
5) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
26
 
Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam 
menanggulangi kejahatan,menegejawantah dalam penegakan hukum pidana yang 
rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu 
formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu: 
1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 
pembentuk Undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan Undang-undang 
melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dansituasi 
masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian merumuskan dalam bentuk 
Undang-undang pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan pidana yang 
paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat 
juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif, 
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2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) 
oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga 
pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta 
menerapkan peraturan Perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan 
pembentuk Undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak 
hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua 
ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif. 
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara 
konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana 
bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 
Undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. 
Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada 
peraturan Perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk 
Undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.
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 Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha proses 
yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelasnya 
harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang 
bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa faktor-faktor penyebab seorang pelajar melakukan kekerasan berasal 
dari dalam maupun luar, faktor dari dalam yaitu kurangnya kasih sayang dan 
pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan 
iptek yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan 
keluarga, kebebasan yang berlebihan dan masalah ekonomi. Hal inilah yang 
menjadi faktor-faktor remaja melakukan kenakalan. 
 
2. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan 
ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan upaya 
penanggulangan kekerasan antar pelajar. Upaya-upaya tersebut meliputi, 
upaya preventif untuk meminalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak 
kekerasan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, 
lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar 
yang telah melakukan kekerasan dengan melaksanakan proses hukum 
kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-undang No.11 pasal 71 







Berdasarkan permasalahan kekerasan antar pelajar, maka beberapa saran yang 
dapat mengurangi permasalahan tersebut yaitu: 
1. Perhatian Orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan. Para pelajar 
jangan dibiarkan pulang terlalu lama setelah jam sekolah selesai tanpa alasan 
yang jelas dan benar, yang dapat diterima oleh orang tua sehingga tidak ada 
kesempatan pelajar untuk melakukan kekerasan antar sesamanya (tawuran). 
Orang tua agar lebih bisa memahami anaknya dengan cara mau 
mendengarkan keluhan dan aduan serta mau mendengar usulan dari anaknya. 
Komunikasi yang baik juga sangat membantu para pelajar untuk mengenali 
dan memahami masalah yang dihadapinya serta merasa aman dan nyaman 
ketika bersama orang-orang terdekatnya. 
 
2. Saran bagi pelajar, agar masing-masing individu memiliki ketebalan iman 
dalam beragama sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang 
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